BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 65 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 192 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang

tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

10.

11.

12.

13.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
155);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
172);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sukoharjo ini yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

5. Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebuah sistem
informasi keuangan daerah yang menghasilkan laporan
bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

6. Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah adalah prinsip,
dasar, konvensi, aturan dan praktik yang diterapkan dalam
rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan
daerah. Kebijakan Akuntansi digunakan sebagai dasar
dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta pelaporan keuangan daerah.

7. Laporan Keuangan daerah adalah laporan
pertanggungjawaban Bupati atas kegiatan keuangan dan
sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta
menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan
kebijakan akuntansi keuangan daerah.

8. Akrual adalah asumsi dasar akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lain pada saat kejadian,
bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan
dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang diperoleh akibat

pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Entitas Pelaporan Keuangan daerah adalah Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukoharjo yang terdiri atas satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Asumsi Dasar dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu
kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan
akuntansi dapat diterapkan.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah prinsip
yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara
akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah
dalam melakukan kegiatan, serta oleh pengguna laporan
dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-
ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi
akuntansi sehinga dapat memenuhi tujuannya.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal adalah setiap
keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi
ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan
dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah
sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-
alasan tertentu.

Entitas Akuntansi yang selanjutnya disebut Unit Kerja
adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

Sistem Informasi Akuntasi Keuangan Daerah adalah
serangkaian kegiatan di dalam suatu organisasi yang
mengolah transaksi keuangan untuk menyediakan
informasi laporan formal yang dibutuhkan.



18. Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah adalah
urut-urutan yang menerangkan apa yang harus dikerjakan
oleh satuan pemegang kas, siapa yang harus mengerjakan,
kapan dikerjakan dan bagaimana mengerjakan akuntansi
keuangan daerah.

19. Transaksi adalah kejadian penting yang dapat mengubah
keputusan pengguna laporan keuangan, dan oleh
karenanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan
keuangan.

20. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu transaksi.

21. Penilaian adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu
obyek untuk menentukan makna ekonomik obyek tersebut
di masa lalu, sekarang atau mendatang.

22. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh
Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa pembantu
pemegang kas yang melaksanakan masing-masing fungsi
keuangan daerah di unit kerja.

BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Ketentuan mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 304), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai
diundangkan.

berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 437

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Desember 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA



